Majelis Umum Dewan Keamanan PBB telah menyatakan bahwa prinsip-prinsip
dasar persamaan kedaulatan termasuk elemen berikut ini: setiap negara secara
yuridis adalah sama; setiap negara mempunyai hak untuk berdaulat penuh; setiap
negara mempunyai kewajiban menghormati kepribadian negara lain; dan integritas
territorial dan kemerdekaan politik dari suatu negara tidak dapat diganggu gugat.31
Sementara itu, Oppenheim berpendapat bahwa persamaan kedaulatan terjadi ketika
sebuah negara mempunyai kontrol terhadap teritori dan penduduknya sendiri.** Nilai
dasar dari persamaan kedaulatan merujuk kepada persamaan dalam martabat moral,
menghargai hak-hak negara lain, dan persamaan kewajiban dalam melaksanakan
tugas.33 Persamaan dalam hukum internasional terjadi ketika semua negara
diperlakukan sama tanpa ada tingkatan/hirarki.34 Dalam konteks ini dapat dikatakan
bahwa persamaan kedaulatan termanifestasi ke dalam sikap saling menghargai dan
menghormati antara negara satu dengan yang lain terkait dengan pembuatan,
pengimplementasian, dan penegakan hukum di wilayah territorial negara masing-
masing. Terkait dengan the forty recommendations sebagai standard internasional,
pemaksaan terhadap negara lain tanpa ada dasar legitimasi yang jelas merupakan
pelanggaran terhadap kedaulatan negara tersebut.

Tambahan lagi, dari sudut pandang hukum, kondisi tersebut di atas bertentangan
dengan beberapa instrument internasional. Piagam PBB (the United Nations
Charter) pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa setiap negara mempunyai persamaan
kedaulatan. Oleh karena itu, tidak ada suatu negarapun yang mempunyai hak
melakukan intervensi baik fisik maupun non-fisik, langsung maupun tidak langsung,
terhadap urusan domestik negara lain.”> Resolusi Dewan Keamanan PBB yang
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